
PERUBA}IAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI LUWU TTMUR
PROVINSI SUI.AWESI SEI.ATAN

PERATURAN BUPATI LI..IWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

a. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.O7/2O16 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemalrtauar dan Evaluasi Dana Desa, maka Peraturan
Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pembagial dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Kabupaten Luwu fimur Tahun Anggaran 2016 perlu
untuk ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
3 Tahun 2016 tentang Tata Cala Pembagian Dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten
Lu*'u Timur Tahun Alj^ggara,l 2076;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
Pembentul€n Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
427O1;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor
7, TalIlbahaJl. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Menimbang

Mengingat

s49s); E





3. Undang-Undang Nomor 23 Ta_hun 2Ol4 tentang
Pemerintaha:r Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur: 2Ol4 Nomor 244, Tambahar Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana
tetai diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_
Undang Nomor 9 Tahun 2O1S tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembarart Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Nega:'a Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturall Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelalsanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2074 tentang Desa (Lemba-ran Negara Republik Indonesia
Talun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 "tah]ull 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(kmbaran NegaE Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan lembaran Negara Repubtk Indonesia
Nomor 5717);

5. Peraturar Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Angga-ran Pendapatar
dan Belanja Negara (kmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakltir dengan Peratlrran
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ferubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor @ Tahun 2015 tentang
Da-na Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahar Lembarar Negara

Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dart Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O16 ll*mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 288);

7. Peraturan Menteri Dalsrn Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (B€rita Negara

Republik tndonesia Tshun 2014 Nomot 2og3li El1l





Menetapkan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Traasmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Penetapan kioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2O16
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1934);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaal, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
aTai

10, Peratwan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun
2015 tentang Desa (Lcmbaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaraa Daerah
Nomor 94);

1 1, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomo! 9 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (kmbaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembentukar Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur @erita
Daerah Kabupaten Lu&u Timur Tahun 2014 Nomor 1 l);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015
Nomor 36);

14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2O16
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Luwu Timur Tahun
AnSgaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETI,AP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN
2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 3 Tahun 2016 tentarlg Tata Cara PembaSian dan
Penetapar Rincian Dana Desa Setiap Deaa Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2015 Nomor 3) diubah sebagai ber ott: flJ

I





1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebasai
berikut :

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukar melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daeralt ke
Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (U dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas
Umum Daerah.

(3) Penyalursr Dana Desa dilakukan secara berta-hap :

a. tahap I pada bulan Maret sebesar 6oolo (enam
ptrluh pereen); dan

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 4oolo (empat
puluh persen).

(4) Penyalurar Dala Desa Tahap I sebagaimana dimaksud
pada ayat 3 huruf a, dilat<ukan setelah Kepala Desa
menyampaikan:
a. peraturan Desa tentang APB Desa;
b. laporan realisasi penggunaan Dara Desa tahun

anggaran sebelumnya; dan
c. peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b,
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan
paling lambat minggu kedua bul,an Maret.

(5) Penyalurar Dana Desa Tahap U dilakukan setetah
Kepala Desa menyampaikal:
a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap l;
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I

sebagaimana dimaksud pada huruf a,
menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I
telah digunalan sebesar 5O7o (lima puluh persen);
dan

c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I
sebagaimara dimaksud pada huruf b, disampaikan
kepada Bupati melalui Kepala Badan.

(6) Rekomendasi penyaluran Dana Desa disampaikan oleh
Kepala Badan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
berupa daltar nominal besaraa Dana Desa yang akarr
disalurkan ke rekening kas setiap desa.

(7) Kepala Dinas setelah menerima rekomendasi dari
Kepala Badan selanjutnya akan memproses
penyaluran Dana Desa. qt
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(8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun
dianggarkan dalam APB Desa.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 12

(1) Kepala Desa mengoordinasikan kepada camat
setempat dan menyampaikan laporan realisasi
penggunaan Dara Desa Tahap I, Tahap II, dan
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan
kepada Bupati melalui Kepala Badan.

(2) Penyampaian laporal realisasi penggunaan Darla Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengaa ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli
talun anggaran berjalan;

b. tahap Il paling lambat minggu keempat bulan
September tahun anggatan bedalan; dan

c. laporan realisasi penggunaan Dafla Desa ?ahunaa
paling lambat minggu keempat bulan Februari
tahun anggaran berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 13

(U Bupati menunda penyaluran Dana Desa bagi Kepala
Desa yang tidak menyampaikan APB Desa dan laporan
realisasi tahap sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dilakul<an sampai dengan disampaikannya APB Desa
dan laporan realisasi penggr:naan anggaran tahap
sebelumnya.

(3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal
ditemukan penyimpangal peLal<salaan yang
mengakibatkan SILPA tidal< wajar.

(4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang
melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang
diterima Desa.

(5) Penggunaan Darla Desa yang tidak sesuai dengar
prioritas tidak mendapatkan persetujuan dari Bunati. ({





(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada
Menteri Keuangan melalui DireLtur Jendera.l
Perimbaagan Keuangaa,

Pasal lI

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundaagkarr.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengar penempatanrtya
dalam Bcrita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

f

SIEMPII- P,1RAF ir---. i i..it\ASt Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 nei 2016

BUPATI LUWU TIMUR,

THOzuG HUSLER

KA9AN

KAOID

Diundangkan di Malili
pada tanggal 2 nei 2076

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN Llrwu TTMUR TAHUN 2016 NoMoR: 13




